


ABSTRAK 

Penelitian ini mengevaluasi implementasi kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

(PTSL) di Kota Semarang sebagai salah satu wilayah yang dicanangkan untuk program Kota 

Lengkap 2024 dengan analisis model implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn. 

Penelitian berfokus pada implementasi kegiatan PTSL dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

dalam implementasi kebijakan PTSL. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor 

Pertanahan Kota Semarang berhasil menerapkan kebijakan PTSL walaupun masih terdapat 

tantangan dalam hal sumber daya manusia dan infrastruktur, Kantor Pertanahan menerapkan 

strategi seperti pembentukan tim khusus (Satgas Fisik, Yuridis, dan Administrasi), dan mulai 

memberdayakan masyarakat lokal sebagai Pengumpul Data, dan penggunaan sistem informasi 

yang efisien. Partisipasi dari berbagai stakeholder dan transparansi proses pendaftaran berperan 

penting dalam implementasi kebijakan. Evaluasi berkala, baik rutin bulanan maupun akhir 

tahun, harus dilakukan untuk memastikan pencapaian target jangka panjang dan mengatasi 

masalah yang muncul. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun terdapat beberapa 

hambatan, seperti kurangnya SDM dan koordinasi antara pemangku kepentingan, strategi yang 

diterapkan menunjukkan hasil yang positif dengan keberhasilan tinggi dalam penyelesaian 

sertifikasi tanah. Adanya rekomendasi untuk meningkatkan pelatihan SDM sehingga seluruh 

SDM dinilai cukup mumpuni, dalam mengatasi masalah koordinasi antar pemangku 

kepentingan dapat diberikan perwakilan masyarakat dari ditingkat RT maupun RW sebagai 

penggerak dari pihak masyarakat.  

 

Kata kunci   : Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Implementasi 

Kebijakan, Sumber Daya Manusia, Partisipasi Stakeholder. 



Pendahuluan 

Administrasi pertanahan merupakan 

salah satu bentuk pelayanan publik 

yang penting dalam administrasi publik. 

Di Indonesia, penyelenggaraannya 

dilakukan oleh Kementerian 

ATR/BPN, berlandaskan pada Undang-

Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 

1960. Saat ini, terdapat program 

Percepatan Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap (PTSL) yang diatur 

dalam Peraturan Menteri ATR/BPN 

No. 12 Tahun 2017. Kebijakan ini 

bertujuan untuk mendaftarkan 126 juta 

bidang tanah dan 

mengimplementasikan program Kota 

Lengkap (90% area kota terpetakan) 

pada tahun 2025. Selain itu, pemerintah 

berupaya menyelesaikan masalah 

pertanahan yang timbul akibat 

ketidakjelasan pencatatan hak milik. 

Meskipun program PTSL telah berjalan 

selama enam tahun, realisasi per tahun 

menunjukkan bahwa pada 2022, hanya 

101,2 juta bidang tanah yang terdaftar. 

Proyeksi ini mengindikasikan bahwa 

target 126 juta bidang tanah pada 2025 

tidak akan tercapai. Oleh karena itu, 

perlu dilakukan pengkajian mendalam 

terhadap implementasi kebijakan ini 

untuk mencari solusi yang efektif. 

Kota Semarang, sebagai salah satu kota 

terpadat dan Ibu Kota Provinsi Jawa 

Tengah, dan salah satu target dari Kota 

Lengkap untuk tahun 2024 menjadi 

fokus penelitian ini. Masalah 

pertanahan di Kota Semarang cukup 

signifikan, dengan sekitar 80% 

tanahnya belum bersertifikat. 

Kecamatan Genuk, misalnya, 

menghadapi tantangan hukum yang 

diungkapkan oleh masyarakat yang 

telah tinggal di sana selama tiga 

generasi. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis faktor-faktor yang 

memengaruhi implementasi PTSL di 

kota tersebut. 

Dalam kajian teoritik, penelitian ini 

mengacu pada model implementasi 

kebijakan Van Meter dan Van Horn, 

yang menekankan enam variabel: 

standar dan target kebijakan, sumber 

daya, komunikasi antar organisasi, 

karakteristik lembaga pelaksana, faktor 

sosial dan ekonomi, serta disposisi 

pelaksana. Penelitian sebelumnya 

menunjukkan berbagai tantangan dalam 

implementasi PTSL. Misalnya, 

Helianus Rudianto dan Muhamad 

Heriyanto (2022) mencatat kekurangan 

dalam sumber daya manusia dan sarana 

prasarana di Kabupaten Ngada. Ferry 

Irawan Febriansyah (2021) 

mengidentifikasi tahapan penting dalam 



pelaksanaan PTSL, mulai dari 

penyuluhan hingga penerbitan 

sertifikat. Selain itu, Nadia Rahmawati 

(2022) menekankan perlunya 

penyempurnaan regulasi untuk 

meningkatkan kualitas data pertanahan, 

sementara Guntur (2017) menyarankan 

penyetaraan petunjuk teknis untuk 

meminimalisir perbedaan implementasi 

di setiap kantor pertanahan.  

Kebaruan (novelty) dari penelitian ini 

terletak pada analisis mendalam 

mengenai faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap implementasi 

PTSL di Kota Semarang, serta 

rekomendasi yang bertujuan untuk 

meningkatkan efektivitas pelaksanaan 

kebijakan tersebut. Diharapkan, hasil 

penelitian ini dapat berkontribusi pada 

pencapaian target 126 juta bidang tanah 

pada tahun 2025 dan menjadikan Kota 

Semarang sebagai model keberhasilan 

dalam administrasi pertanahan. 

Metode 

Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif dengan desain deskriptif, 

bertujuan untuk memahami dan 

menganalisis implementasi kebijakan 

Program Percepatan Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap (PTSL) di 

Kecamatan Genuk, Kota Semarang. 

Desain ini dipilih karena mampu 

memberikan pemahaman mendalam 

mengenai permasalahan sosial tanpa 

adanya manipulasi terhadap fenomena 

yang diteliti. Populasi penelitian terdiri 

dari subjek-subjek yang terkait dengan 

pelaksanaan program PTSL, termasuk 

Kantor Pertanahan Kota Semarang, 

pelaksana program, serta masyarakat 

yang terlibat. Pemilihan subjek 

dilakukan melalui teknik purposive 

sampling, yang menekankan pada 

informan yang kaya informasi 

mengenai masalah pertanahan di lokasi 

tersebut. 

Dalam pengumpulan data, peneliti 

menggunakan berbagai teknik, yaitu 

observasi, wawancara, dan 

pengumpulan dokumen. Observasi 

dilakukan untuk menangkap langsung 

situasi dan aktivitas di lapangan, 

sedangkan wawancara dilaksanakan 

secara formal dan informal dengan 

pihak-pihak yang relevan, guna 

mendapatkan perspektif yang 

mendalam. Dokumen-dokumen terkait 

kebijakan dan pelaksanaan program 

juga dikumpulkan untuk mendukung 

analisis. Data yang terkumpul 

kemudian dianalisis dengan langkah-

langkah yang meliputi 

pengorganisasian data, penyajian, dan 

pengambilan kesimpulan. Data yang 

telah diorganisir ditranskripkan dan 



disajikan dalam bentuk yang jelas, 

mencakup tema-tema penting yang 

muncul. Melalui proses analisis ini, 

penelitian diharapkan dapat 

menghasilkan wawasan yang berharga 

tentang implementasi kebijakan 

pertanahan dan memberikan 

rekomendasi untuk perbaikan yang 

dapat membantu mencapai target PTSL 

secara keseluruhan 

Hasil dan Pembahasan 

a. Gambaran Umum Pelaksanaan 

Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap (PTSL) di Kota Semarang 

pada tahun 2022 telah berhasil 

mencapai target. Target pada tahun 

tersebut sebanyak 20 ribu bidang tanah. 

Pencapaian target ini dibuktikan dengan 

adanya 168 desa lengkap yang tercatat 

hingga tahun 2022. Desa lengkap 

merupakan situasi di mana semua 

bidang tanah dalam batas administrasi 

kelurahan atau desa sudah terpetakan 

dan memiliki sertifikat. Untuk area 

tanah di Kota Semarang yang telah 

terpetakan bertambah menjadi 29.840 

hektar (80% area Kota Semarang). 

Pada wilayah Kecamatan Genuk 

sebagai locus utama dari penelitian ini 

terdapat total 2.586 bidang tanah yang 

terdaftar, dengan rincian bidang tanah 

per kelurahan sebagai berikut:  

1. Kelurahan Terboyo Wetan 15 bidang 

2. Kelurahan Terboyo Kulon 79 bidang 

3. Kelurahan Genuksari 321 bidang 

4. Kelurahan Sembungharjo 682 bidang 

5. Kelurahan Karangroto149 bidang 

6. Kelurahan Penggaron Lor 40 bidang 

7. Kelurahan Sembungharjo 628 bidang 

8. Kelurahan Banjardowo 200 bidang 

9. Kelurahan Muktiharjo Lor 1 bidang 

10. Kelurahan Kudu 107 bidang 

11. Kelurahan Bangetayu Kulon 95 bidang 

12. Kelurahan Bangetayu Wetan 202 bidang 

13. Kelurahan Gebangsari 67 bidang  

Sertifikat tanah di Kecamatan Genuk 

diserahkan pada akhir tahun anggaran, 

dengan sebagian besar sertifikat siap 

sejak awal Desember 2022. Melalui 

program PTSL, masyarakat kini 

memiliki bukti kepemilikan tanah yang 

sah, yang juga dapat digunakan sebagai 

modal usaha dengan menjaminkan 

sertifikat di bank. Implementasi 

kebijakan ini tidak hanya memberikan 

kepastian hukum bagi masyarakat, 

tetapi juga berkontribusi dalam 

mengurangi konflik dan sengketa 

pertanahan. 

Berbagai upaya yang dilakukan oleh 

Kantor Pertanahan Kota Semarang 



sebagai pelaksana kebijakan PTSL 

terbukti efektif, dibuktikan dengan 

tercapainya tujuan yang ditetapkan 

sehingga bisa memberikan manfaat 

signifikan bagi masyarakat penerima 

sertifikat. 

b. Analisis Keberhasilan Implementasi 

Kebijakan PTSL di Kota Semarang 

Implementasi kebijakan merupakan 

proses operasional yang dilakukan 

untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah. Dalam 

konteks Percepatan Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota 

Semarang, keberhasilan implementasi 

ini dianalisis melalui konsep "Empat 

Tepat" yang diungkapkan oleh 

Dwidjowijoto. Konsep ini mencakup: 

kebijakan yang tepat, pelaksanaan yang 

tepat, target yang tepat, dan lingkungan 

yang tepat. 

Pertama, kebijakan yang tepat berarti 

bahwa pemerintah, baik eksekutif 

maupun legislatif, telah merancang 

kebijakan PTSL dengan baik dan sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat. Di 

Indonesia, hanya 30-40% tanah yang 

sudah bersertifikat, menunjukkan 

kebutuhan mendesak untuk percepatan 

pendaftaran tanah agar seluruh bidang 

tanah memiliki sertifikat yang jelas 

mengenai hak dan kepemilikannya. 

Kedua, pelaksanaan yang tepat 

berkaitan dengan tanggung jawab 

aparatur sipil negara (ASN) dalam 

melaksanakan kebijakan sesuai rencana 

yang telah ditetapkan. Di Kota 

Semarang, Kantor Pertanahan menjadi 

pelaksana utama yang memastikan 

kebijakan ini berjalan efisien dan efektif 

sesuai dengan pedoman yang 

dikeluarkan oleh kementerian. 

Ketiga, target yang tepat berarti 

kebijakan PTSL memiliki sasaran yang 

jelas, yaitu tersertifikasinya seluruh 

tanah di Indonesia. Pengukuran 

dilakukan setiap tahun berdasarkan 

laporan dari Kantor Pertanahan, 

termasuk jumlah tanah yang belum 

bersertifikat dan alokasi anggaran yang 

tersedia. 

Keempat, lingkungan yang tepat 

mencakup dukungan regulasi, 

masyarakat, dan ketersediaan sumber 

daya. Di Kota Semarang, dukungan 

masyarakat cukup maksimal, terbukti 

dari partisipasi aktif dalam 

pengumpulan data. Namun, 

keterbatasan sumber daya manusia di 

Kantor Pertanahan dapat menjadi 

hambatan, mengingat mereka juga 

memiliki tugas rutin bulanan yang harus 

diselesaikan. 



Dengan mempertimbangkan prinsip 

"Empat Tepat" ini, diharapkan 

implementasi kebijakan PTSL di Kota 

Semarang dapat mendorong percepatan 

pendaftaran tanah secara sistematis dan 

lengkap, sesuai dengan tujuan yang 

telah ditetapkan. 

c. Faktor yang mempengaruhi 

Implementasi 

Dalam pelaksanaan kegiatan 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

(PTSL) di Kota Semarang, faktor-faktor 

yang mempengaruhi implementasi 

kebijakan dapat diidentifikasi 

menggunakan enam variabel model 

implementasi dari Van Meter dan Van 

Horn, serta mempertimbangkan 

kepatuhan birokrasi dan kelancaran 

rutinitas. 

a. Standar dan Target Kebijakan 

Standar dan sasaran kebijakan yang 

jelas dan terukur sangat penting. 

Ketidakjelasan dalam hal ini dapat 

menyebabkan multiinterpretasi dan 

konflik di antara agen implementasi. 

Sasaran kebijakan ini mencakup 

seluruh bidang tanah di Indonesia yang 

membutuhkan sertifikat, namun 

cakupan yang terlalu luas menyebabkan 

pelaksanaan menjadi lambat. Target 

tahunan yang ditetapkan oleh kepala 

kantor berdasarkan survei dan 

permintaan dari masyarakat membantu 

memastikan bahwa pelaksanaan 

kebijakan tetap terarah dan terukur, 

seperti yang terlihat di Kecamatan 

Genuk. 

b. Sumber Daya 

Keberhasilan implementasi kebijakan 

sangat bergantung pada ketersediaan 

sumber daya yang memadai. Ini 

mencakup tidak hanya jumlah pegawai, 

tetapi juga kompetensi dan pelatihan 

yang mereka terima. Di Kota Semarang, 

ketersediaan sumber daya manusia dan 

teknologi sudah memadai, namun 

jumlah pegawai yang terbatas 

menyebabkan keterhambatan, seperti 

perluasan jam kerja untuk 

menyelesaikan entri data. 

c. Komunikasi 

Komunikasi yang efektif antara 

pelaksana kebijakan, pembuat 

kebijakan, dan masyarakat sangat 

penting untuk keberhasilan 

implementasi. Di Kota Semarang, 

komunikasi sudah cukup baik, 

meskipun ada beberapa hambatan, 

seperti kurangnya pemahaman 

masyarakat tentang prosedur PTSL 

yang menyebabkan ketidaklengkapan 

dokumen. Komunikasi ulang berhasil 

mengatasi masalah ini dan memastikan 

target tercapai. 



d. Karakteristik Lembaga Pelaksana 

Karakteristik lembaga pelaksana, 

termasuk struktur birokrasi dan perilaku 

implementator, sangat berpengaruh. Di 

Kota Semarang, para pelaksana 

menunjukkan kepatuhan terhadap 

regulasi dan membagi beban kerja 

secara adil. Ini memastikan bahwa tugas 

rutin dan proyek PTSL dapat dijalankan 

dengan baik tanpa mengabaikan 

tanggung jawab utama. 

e. Kepatuhan Birokrasi 

Kepatuhan terhadap prosedur dan 

Standar Operasional Prosedur (SOP) 

menjadi indikator keberhasilan 

implementasi. Di Kota Semarang, 

tingkat kepatuhan birokrasi tergolong 

tinggi, meskipun ada beberapa tindakan 

yang mungkin tidak sepenuhnya sesuai 

dengan alur birokrasi. Petunjuk teknis 

dari kementerian ATR/BPN membantu 

memastikan pelaksanaan kebijakan di 

lapangan sesuai dengan standar yang 

ditetapkan. 

f. Kelancaran Rutinitas 

Rutinitas yang baik selama pelaksanaan 

kebijakan juga menjadi faktor penentu. 

Seluruh proses, mulai dari pengukuran 

hingga penerbitan sertifikat, harus 

mengikuti pedoman dan SOP yang 

berlaku. Di Kota Semarang, 

pelaksanaan rutin berjalan lancar, 

meskipun ada perubahan kecil yang 

tidak signifikan. 

Secara keseluruhan, keberhasilan 

implementasi kebijakan PTSL di Kota 

Semarang dipengaruhi oleh berbagai 

faktor, termasuk standar dan sasaran 

kebijakan, sumber daya, komunikasi, 

dan karakteristik lembaga pelaksana. 

Tingkat kepatuhan birokrasi dan 

kelancaran rutinitas juga menjadi aspek 

penting dalam mencapai target yang 

telah ditetapkan. Dengan 

memperhatikan semua faktor ini, 

implementasi PTSL di Kota Semarang 

dapat berjalan lebih efektif dan efisien. 

d. Rekomendasi yang dapat dilakukan 

Dalam konteks pelaksanaan kebijakan 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

(PTSL) di Kota Semarang, pendekatan 

yang diambil berdasarkan model 

implementasi kebijakan dari Van Meter 

dan Van Horn menunjukkan beberapa 

strategi penting yang telah diterapkan 

oleh Kantor Pertanahan. Berikut adalah 

analisis lebih lanjut tentang upaya 

tersebut: 

a. Kesiapan Infrastruktur dan Sumber 

Daya 

Sumber daya manusia adalah faktor 

utama dalam keberhasilan 

implementasi kebijakan. Di Kota 

Semarang, meskipun terdapat tantangan 



terkait jumlah pegawai yang terbatas, 

Kantor Pertanahan telah membentuk 

tim kerja yang dibagi menjadi tiga 

Satuan Tugas: Satgas Fisik, Satgas 

Yuridis, dan Satgas Administrasi. 

Pendekatan ini memastikan bahwa 

setiap tim memiliki fokus yang jelas 

tanpa terganggu oleh tugas rutin 

lainnya. Selain itu, pemberdayaan 

masyarakat setempat sebagai 

Pengumpul Data Fisik (Puldasik) dan 

Pengumpul Data Yuridis (Puldadis) 

meningkatkan kapasitas pelaksanaan 

program PTSL, sekaligus memperkuat 

partisipasi masyarakat. 

b. Keterlibatan dan Kerjasama 

Stakeholder 

Kantor Pertanahan Kota Semarang 

telah menjalin kerjasama dengan 

berbagai pihak, termasuk pemerintah 

daerah dan sektor swasta. Keterlibatan 

stakeholder sangat penting untuk 

mengatasi benturan kepentingan yang 

mungkin timbul selama proses 

implementasi. Dengan menjadi 

penengah, Kantor Pertanahan dapat 

menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan tumpang tindih kepemilikan 

tanah dan memberikan solusi yang adil 

melalui pengukuran ulang dan 

pengkajian ulang alas hak. Pendekatan 

ini membantu memperlancar 

pelaksanaan kebijakan dan memastikan 

semua pihak terlibat dengan baik. 

c. Transparansi dan Akuntabilitas 

Proses pendaftaran yang transparan 

adalah kunci dalam membangun 

kepercayaan masyarakat terhadap 

kebijakan PTSL. Melalui perwakilan 

masyarakat yang diberdayakan, proses 

pendaftaran menjadi lebih mudah 

diakses, terutama bagi masyarakat yang 

kurang memahami prosedur. Ini juga 

menciptakan akuntabilitas, di mana 

masyarakat dapat dengan mudah 

melacak status berkas mereka. Dengan 

adanya sistem yang jelas dan 

perwakilan yang siap membantu, 

hambatan dalam pengurusan dokumen 

dapat diminimalisir. 

d. Evaluasi dan Pemantauan 

Evaluasi berkala, baik akhir tahun 

maupun rutin bulanan, menjadi 

mekanisme penting dalam memastikan 

bahwa implementasi kebijakan berjalan 

sesuai rencana. Evaluasi akhir tahun 

membantu mengidentifikasi 

kekurangan dan merencanakan 

perbaikan untuk tahun berikutnya, 

sedangkan evaluasi rutin bulanan 

memberikan gambaran langsung 

tentang kemajuan dan tantangan yang 

dihadapi. Pendekatan ini memastikan 

bahwa pelaksanaan PTSL tetap 



fleksibel dan responsif terhadap 

perubahan kondisi di lapangan. 

Secara keseluruhan, Kantor Pertanahan 

Kota Semarang menunjukkan tingkat 

keberhasilan yang cukup tinggi dalam 

implementasi kebijakan PTSL. Dengan 

menggabungkan strategi yang berfokus 

pada kesiapan sumber daya, 

keterlibatan stakeholder, transparansi, 

dan evaluasi yang sistematis, kebijakan 

ini dapat berfungsi dengan baik. 

Harapannya, kebijakan ini tidak hanya 

mempercepat dan mempermudah 

proses pendaftaran tanah, tetapi juga 

mengurangi sengketa tanah serta 

meningkatkan kepastian hukum bagi 

masyarakat. Pendekatan ini menjadi 

contoh yang baik dalam pelaksanaan 

kebijakan publik yang efektif dan 

inklusif. 

Kesimpulan 

Implementasi kebijakan Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di 

Kota Semarang menunjukkan 

keberhasilan signifikan dalam 

mencapai target sertifikasi tanah, 

dengan penyerahan sertifikat kepada 

masyarakat di Kecamatan Genuk dan 

pencapaian 168 kelurahan lengkap. 

Melalui strategi yang meliputi 

pembentukan tim kerja yang terfokus, 

keterlibatan masyarakat, dan 

komunikasi yang transparan, Kantor 

Pertanahan mampu mengatasi berbagai 

tantangan, termasuk keterbatasan 

sumber daya manusia. Evaluasi rutin 

dan kerjasama dengan stakeholder turut 

memperkuat proses ini, memastikan 

bahwa kebijakan tidak hanya 

memberikan kepastian hukum bagi 

pemilik tanah, tetapi juga berkontribusi 

dalam mengurangi konflik pertanahan. 

Dengan pencapaian memetakan 29.840 

hektar tanah, program PTSL di 

Semarang menjadi model pelaksanaan 

kebijakan publik yang efektif dan 

inklusif. 

Saran 

Dalam implementasi kebijakan ini 

dapat mempertimbangkan beberapa 

aspek ini untuk meningkatkan kualitas 

implementasi sehingga hasil yang 

dicapai lebih maksimal 

1. Komunikasi dan koordinasi 

2. Alokasi sumber daya 

3. Pemantauan dan evaluasi berkala 

4. Membuat strategi khusus untuk 

tanah kompleks 

5. Pendidikan masyarakat 

6. Kerjasama stakeholder 

7. Transparansi dan Sosialisasi 

8. Optimalisasi sistem informasi 
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